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ABSTRAK 

 

Seseorang yang mengetahui keberadaan narkoba tapi tidak melaporkan, 

bisa dihukum penjara. Pasal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal yang dimaksud pada Pasal 131 bahwa setiap 

orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika 

diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal lima 

puluh juta rupiah.Rumusan masalah ini adalah  bagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi orang yang tidak  melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika, 

bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan 

penyalahgunaan narkotika, bagaimana pertimbangan hukum hakim akibat tidak 

melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum 

yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada 

norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. 

Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-

bentuk delik pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya 

penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang dengan sengaja tidak 

melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang 

melakukan pembiaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 

Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan 

narkotika dapat dikenakan sanksi pidana. Masyarakat mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan jika ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 

sebab apabila penegak hukum yang menangkap duluan, maka seseorang yang 

tidak melaporkannya dapat dikenakan sanksi pidana karena dapat dianggap 

melakukan pembiaran tindak pidana narkotika  

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tidak Melaporkan, Narkotika. 

 

ABSTRACT 

A person who knows the existence of drugs but does not report it can be 

sentenced to prison. The article is contained in Law Number 35 of 2009 

concerning Narcotics. The article referred to in Article 131 that anyone who 

intentionally does not report a narcotic crime is threatened with a maximum 

sentence of one year in prison and or a maximum fine of fifty million rupiah.The 
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formulation of the problem in this is how are the factors that influence people who 

do not report narcotics abuse, how is the responsibility for perpetrators who do 

not report narcotics abuse, how are the judges' legal considerations due to not 

reporting narcotics abuse crimes. The research method used is descriptive 

analysis that leads to normative juridical legal research, namely research 

conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or 

secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal 

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of 

the study indicate that the forms of criminal offenses against perpetrators who do 

not report narcotics abuse are anyone who intentionally does not report a 

criminal act of narcotics abuse, namely someone who ignores a criminal act of 

narcotics abuse. Accountability for perpetrators who do not report narcotics 

abuse can be subject to criminal sanctions. The public has an obligation to report 

if there is a criminal act of narcotics abuse, because if law enforcement is the first 

to catch it, then someone who does not report it can be subject to criminal 

sanctions because it can be considered to have allowed narcotics crime.  

 

Keywords: Accountability, Not Reporting, Narcotics 

 

A. Latar Belakang  

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan 

permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba 

merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime), terorganisir (organized 

crime), dan serius (serious crime) yang dapat menimpa berbagai lapisan 

masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar 

dapat dikatakan sulit di atasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor 

dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, 

masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan narkoba 

terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat 

dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar). 

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai 

bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok 

narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. 

Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban 

sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga 

terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan 

mereka akan narkotika. 

Seseorang menggunakan narkotika disebabkan berbagai alasan yang 

diantaranya adalah untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang atau untuk 

sosialisasi. Biasanya seseorang mulai mencoba narkoba (experemintal use) karena 

ditawarkan oleh teman dan untuk keingintahuannya. Sebagian orang akan 

menggunakannya lagi dengan tujuan bersenang-senang (recreational use) atau 

untuk bersosialisasi (social use). 

Perkembangan terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat dan 

bersifat trans nasional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan 

teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika, 
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sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman 

yang sangat serius bagi kehidupan manusia. 

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan 

pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan 

juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Bahaya dan akibat dari 

penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi pemakai dan 

dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Bahaya dan 

akibat secara Kkhusus terhadap pemakai, yakni yang menyangkut langsung 

terhadap penyalahguna narkotika itu sendiri, secara umum dapat menimbulkan 

pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh pemakai. 

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan 

yaitu bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi 

para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban 

psikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji yang diberikan narkotika itu 

menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan 

sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional 

yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. 

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap sedangkan 

peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan 

berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran 

gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi 

dalam era globalisasi saat ini.  

Indonesia serius dalam menangani kasus narkotika ini dengan melakukan 

pencegahan-pencegahan, diantaranya melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan 

dinas-dinas terkait dalam upaya pencegahan. Namun tidak sekedar melalui 

sosialisasi namun memberi hukuman terhadap pengedar, penyedia, serta 

pengguna. Hal ini yang juga memang selayaknya digunakan sebagai bentuk 

hukuman agar mempunyaiefek jera. 

Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang 

narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnnya 

memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional 

dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh 

bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap 

korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika. 

 Salah satu upaya pemerintah menurunkan jumlah narkoba di Indonesia 

adalah meminta peran masyarakat dari masyarakat untuk melaporkan kepada 

pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya 

tindak pidana narkotika. Masyarakat dalam hal ini bisa keluarga, orang lain, atau 

pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu narkoba diingatkan untuk 

tidak ragu melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi. BNN menjamin bebas 

hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri. Dengan adanya laporan 

yang diberikan, para korban akan direhabilitasi hingga sembuh, tanpa dipenjara. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
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Narkotika yang menyebutkan setiap pengguna narkoba yang melaporkan diri ke 

BNN untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan dijerat hukum. Namun 

apabila masyarakat tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang 

diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. 

Mengingat bahaya yang dapat memorak-porandakan sendi-sendi 

kehidupan, seperti moral, agama, sosial, hukum dan lain sebagainya maka 

ancaman narkoba ini harus menjadi kewaspadaan, kesadaran dan tanggungjawab 

semua lapisan masyarakat. Sebagai ancaman bersama, maka keberadaan 

penyalahgunaan narkoba harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara 

bersama-sama. 

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang 

berkaitan dengan narkotika. Pengawasan dimaksud, meliputi: narkotika dan 

precursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; alat-alat potensial yang dapat 

disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor 

narkotika; evaluasi keamanan khasiat dan mutu produk sebelum diedarkan, 

produksi, import dan eksport, peredaran, pelabelan, informasi, dan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat suatu polemik dimana 

terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman 

yang di peroleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkotika namun 

seseorang teserbut mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang 

mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau pidana 

denda sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 

131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur 

tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri 

dalam bab IX tentang Peran serta Mayarakat. Dalam relasi sosial dan kultural 

dalam masyarakat tidaklah seperti yang terjadi di negara-negara maju yang 

masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan 

kultural antara negara maju dan negara berkembang menjadi alasan utama dimana 

kesadaran sosial dalam kontrol sesama masyarakat yang masih rendah menjadi 

pertimbangan. 

Inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh 

masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan narkotika yang tidak pada 

proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan 

narkotika yang akhirnya diharapkan, masyarakat Indonesia dapat secara aktif 

melakukan kegiatan pemberantasan narkotika sesuai dengan apa yang mampu 

dilakukan. 

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam undang-undang 

Narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk 

melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap 
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narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan 

perlindungan kepada pelapor. Pemerintah juga memberikan penghargaan kapada 

anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya 

pencegahan dan pemberantasan panyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 

dan pengungkapan tindak pidana narkotika. 

Ironisnya mengetahui bahwa sampai saat ini keberadaan Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ternyata masih belum dapat 

memberantas sindikat penyalahgunaan narkotika. Padahal dengan keberadaan 

suatu perundang-undangan yang jelas dapat membantu aparat penegak hukum 

dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun yang menjadi rumusan 

masalah ini adalah sebagai  berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum tidak  melaporkan adanya penyalahgunaan 

narkotika ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan 

penyalahgunaan narkotika ? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim akibat tidak melaporkan adanya 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika ? 

B. Metode Penelitian 

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 

Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. 

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini 

adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan 

diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana narkotika. 

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk 

menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait 

penerapan sanksi pidana tidak melaporkan adanya  penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif).  Penelitian normatif adalah 

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah 

dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). 

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. 

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau 

konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggunaan metode 

penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 
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Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan 

dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara 

lain: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach) yaitu Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN.Srh dan pendekatan 

konseptual (conseptual approach). 

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena 

dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya 

dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data 

sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-

undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup: 

a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang 

mengikat seperti : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik 

para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri 

dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana 

yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil 

penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.  

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah 

yang diteliti. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat 

atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, 

dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum. 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara 

kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk 
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kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, 

sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil 

analisa.  

C. Pengaturan Hukum Tidak  Melaporkan Adanya Penyalahgunaan 

Narkotika  

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan 

global yang sudah menjadi ancaman serius dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah 

menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Penyalahgunaan narkoba biasanya 

diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, 

bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. 

Istilah narkoba sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional 

(BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan 

bahan adiktif lainnya. Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika 

dimasukan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, 

intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan 

perilaku seseorang. 

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih 

dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan 

Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang 

digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 37 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, 

membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau 

menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan 

sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan 

penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu. 

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian 

peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau 

penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, 

maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Psikotropika). 

Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam 

rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual 

psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika 

dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6). 

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar 

pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.  Menteri 

menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat 

(Pasal 9 Undang-Undang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di 

daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat 

(1) huruf c Undang-Undang Psikotropika.  

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 

dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, 

dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan 

peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Psikotropika). Penyerahan 

psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Psikotropika. 
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Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh 

pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan 

farmasi pemerintah. 

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk 

maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah 

berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan 

gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika 

yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, 

perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan 

ketagihan (addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan 

(dependence). 

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan 

untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang 

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya 

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan 

psikis yang khas. Addiksi adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan 

seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan 

jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. 

Ketergantungan, kecanduan, addiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, 

meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan 

narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh 

(relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak 

ditolong dan dirawat dengan baik. 

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi 

kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif/candu yang terkandung 

dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk 

berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan 

seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan 

narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika. 

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi 

merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi 

secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara 

serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk 

melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai 

suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai 

pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum 

melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang narkotika. 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Narkotika yang dalam Pasal 54  

menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pecandu, terapi 

dan rehabilitasi adalah langkah terbaik. Ketergantungan adalah penyakit yang 

harus disembuhkan dan bukan dihukum. 

Ketentuan tentang wajib lapor bagi seorang penyalahguna narkotika yang 

merupakan pecandu narkotika semakin dipertegas dengan keluarnya Peraturan 
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Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika, diterangkan dalam Peraturan Pemerintah ini bahwa wajib lapor adalah 

kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah 

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika 

yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk 

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini mengatur 

secara lebih jelas menerangkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor adalah 

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 

lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.  

Wajib Lapor dapat dilakukan oleh orang tua atau wali pecandu narkotika 

yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau 

keluarganya. Pasal 4 mengatakan bahwa Wajib Lapor Pecandu Narkotika 

dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor, Pusat kesehatan masyarakat, rumah 

sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh Menteri kesehatan, Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi 

Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang tata cara wajib lapor, 

seperti diterangkan dalam Pasal 6 yang mengatakan Wajib Lapor sebagaimana 

dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima 

Wajib Lapor, dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib 

Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima 

Wajib Lapor. 

Pasal 7 menjelaskan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen (asesmen yaitu suatu tahap 

dalam pra terapi bagi calon pasien untuk menilai tingkat keparahan dan atau 

menentukan kebutuhan penyembuhan) terhadap pecandu narkotika untuk 

mengetahui kondisi pecandu narkotika, Asesmen meliputi aspek medis dan aspek 

sosial. Pasal 8 mengatakan Asesmen sebagaimana dilakukan dengan cara 

wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu 

Narkotika. Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan 

Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak 

kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu 

narkotika. Observasi yang dilakukan meliputi observasi atas perilaku Pecandu 

Narkotika. 

Pasal 9 menjelaskan fase setelah asesmen yaitu hasil asesmen dicatat pada 

rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika, hasil asesmen 

bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu 

Narkotika yang bersangkutan, kerahasiaan hasil asesmen dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana rehabilitasi kemudian 

disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua, wali, atau keluarga pecandu 

narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.  

Pasal 10 menjelaskan Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau 

dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor diberi kartu lapor diri setelah 
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menjalani asesmen. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan, 

Kartu lapor diri diberikan oleh Pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor.  

D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan 

Penyalahgunaan Narkotika 

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai 

moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana 

itu dicapi dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu 

bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata 

lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah 

seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana. 

Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak 

pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan 

memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang 

dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 

pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang 

menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. 

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas 

legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal 

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia 

telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada 

hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 

diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah 

disepakati. 

Hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan 

antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk 

melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi 

korban dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya untuk menentukan seseorang telah 

melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana, yaitu: 

1. Adanya suatu perbuatan 

2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang 

3. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana 

4. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku. 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana  tidak selalu dapat dipidana, 

tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak 

pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana 

terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya 

dengan dilakukanya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di 

dalamnya. 

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas 

dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya 

adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang 

menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. 
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Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) 

yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas 

peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar 

daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf 

zonder shculd).  

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak 

perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih 

dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang 

bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan 

pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur 

kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya 

terdakwa haruslah: 

1. Melakukan perbuatan pidana; 

2. Mampu bertanggung jawab; 

3. Dengan kesengajaan (dolus/opzet) atau kealpaan (culpa). 

4. Tidak danya alasan pemaaf. 

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, 

pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk 

bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan 

beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa 

yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung 

jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;  

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang 

baik dan buruknya perbuatan tadi. 

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam 

melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater 

dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam 

menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, 

sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa 

mampu bertanggung jawab atau tidak. 

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban 

pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal 

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah 

perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah 

seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung 

kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki 

unsur kesalahan atau tidak. 

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan 

dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana 

memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban 

dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki 

daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi 

control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. 
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Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system 

berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh 

keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty 

mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang 

dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, 

sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn 

pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak 

adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban 

pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. 

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan 

karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang 

tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan 

sebagai unsur pertanggung jawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu 

jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang 

terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung 

dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu 

control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani 

pertanggungjawaban pidana.  

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system 

pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering 

menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun 

sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan tidak 

dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih 

lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan 

doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam 

KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-

unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh 

pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan 

tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai 

unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. 

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan 

hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu 

sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

E. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Seseorang Yang Tidak 

Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang 

diketahuinya maka dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber yang dikutip dari 

studi website terkait dengan penangkapan seorang saksi yang mengetahui adanya 

tindak pidana narkotika di lingkungannya akibat tidak melaporkan bahwa telah 

mengetahui adanya tindak pidana narkotika. 

Berikut kasus seseorang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana 

narkotika yaitu : 

1. Kasus anggota kepolisian di Kepolisian Resor (Polres) Salatiga, Jawa Tengah 
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Brigadir Satu Ali Ashari (28), menjadi tersangka atas kasus narkotika 

dan obat-obatan terlarang karena dianggap tidak melaporkan atau menindak 

kasus meski mengetahuinya. Selain terkena ancaman pidana, Ali juga akan 

diproses karena pelanggaran kode etik. Kepala Polres Semarang Ajun 

Komisaris Besar Augustinus Pangaribuan di Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah, Kamis (21/2/2013), mengatakan, Ali ditangkap di Desa Sraten, 

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ketika sedang bersama Agus Nur 

Rachman (20) yang menjadi tersangka utama. Saat itu, Agus tertangkap 

membawa satu gram sabu yang didapat dari seseorang. 

Ali dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika. Ali diduga dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika meski mengetahuinya. Sedangkan yang 

bersangkutan tidak melaporkan kepada atasannya dan tidak menindak, padahal 

itu adalah tugasnya. Kami saat ini tetap memproses tindak pidananya. 

Ancaman hukuman dalam Pasal 131 maksimal satu tahun penjara. 

Berdasarkan hasil tes urine, Augustinus menyatakan, tidak ditemukan 

narkotika dalam tubuh Ali. Namun, pihaknya tetap akan memproses kasus itu, 

sementara Ali diserahkan kepada Polres Salatiga untuk penanganan 

pelanggaran disiplin dan kode etik. 

Terpisah, Kapolres Salatiga Ajun Komisaris Besar Dwi Tunggal 

Jaladri mengatakan, Ali yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres 

Salatiga sedang menjalankan tugasnya saat ditangkap. Menurut Jaladri, Agus 

merupakan informan dari Ali sehingga hal yang wajar ketika Ali ada bersama-

sama dengan Agus. "Ini hanya soal teknis. Yang dilakukan Ali itu, ya, 

pekerjaan spionase. Kebanyakan informan memang pengguna narkoba. Hanya 

mungkin Ali kurang rapi dalam menjalankan tugasnya," tutur Jaladri. Oleh 

karena itu, Jaladri menegaskan, pihaknya akan tetap memproses pelanggaran 

kode etik dan disiplin yang dilakukan oleh Ali. Namun, proses tersebut akan 

dilakukan setelah proses peradilan umum untuk tindak pidana yang dilakukan 

Ali selesai. 

Saksi setidaknya juga mempunyai peranan baik langsung maupun tak 

langsung. Contoh saksi kunci dari kejahatan Bandar maupun pengguna 

narkoba biasanya adalah orang-orang yang disekitar dari Bandar maupun 

pengguna narkoba tersebut. Saksi tersebut memberikan peranan pada baik 

secara langsung maupun tidak langung. Seperti kurir, istri, orang tua, anak, 

kekasih, bahkan sahabat dekat. Keberadaan saksi-saksi kunci ini sangat 

penting akan tetapi sampai saat ini belum menjadi sorotan atau objek utama 

dalam sebuah penyelidikan oleh aparata penegak hukum. Kasus-kasus yang 

melibatkan saksi yang mengetahui tindak kejahatan tersebut banyak yang 

akhirnya tertutup atau memang sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak terkena 

dampak dari penegakan dari hukuman pada undang-undang narkotika dan 

psikotropika. 

2. Hariyanti Br Manurung (35), warga Tanah Jawa, Kelurahan Balimbingan, ikut 

ditangkap personel polisi karena membiarkan suaminya Dedi Sembiring (35) 

menyimpan dua ons ganja kering.  
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Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Eddi Supriyanto ketika 

dihubungi, Sabtu (25/1) menerangkan, Hariyanti dijerat dengan pasal 131 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 

(10) ke-1 KUH-Pidana. Sebab, dia selama ini mengetahui suaminya 

mengonsumsi ganja. 

Dasar penetapan Hariyanti jadi tersangka, karena tidak melaporkan 

adanya tindakan pidana narkotika. Amatan metrosiaNTAR.com di Polsek 

Bangun saat pemeriksaan Dedi Sembiring dan Hariyanti Br Manurung, dua 

putri mereka yang masih kecil-kecil terlihat menjenguk dibawa orangtua Dedi. 

Kapolsek Bangun AKP B Simarmata melalui Kanit Reskrim Ipda Erwin 

menjelaskan, pengungkapan kasus narkoba itu berawal dari pengembangan 

kasus pencurian. Awalnya, Kasmat Efendi Sihotang (45), korban kasus 

pencurian Burung melapor ke Polsek Bangun. 

Laporan Efendi berhasil diungkap dan menangkap tersangka 

Salimadisastra Hasibuan alias Chandra (33), warga Simpang Tangsi 

Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa. “Chandra ditangkap saat mengonsumsi 

sabu-sabu. Dari pengakuan Chandra diketahui hasil penjualan burung dibarter 

dengan sabu. Personel segera mendatangi rumah Dedi dan benar dari 

rumahnya ditemukan ganja,” ujar Ipda Erwin. Erwin menambahkan, saat 

dilakukan pengeledahan Dedi menyuruh istrinya mengambil bungkusan 

plastik hitam dari kamar tidur dan meletakkannya di samping mesin cuci 

untuk mengalabui personil. “Karena terbukti menyimpan ganja, Dedi dan 

istrinya kita tangkap. 

Tindak pidana terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika dengan juga dapat dikemukakan putusan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pid.Sus/2015. 

Kata barang siapa menunjukkan subjek hukum yakni segala sesuatu yang 

menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban 

yaitu orang yang cakap dan badan hukum sedangkan penyalahgunaan yang 

dimaksudkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yakni  masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang 

atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika 

dan prekursor narkotika. 

Kata masyarakat dapat melaporkan memiliki makna harapan pemerintah 

agar msyarakat turut berpartisipasi dalam memberantas narkotika bukan suatu 

kewajiban. Hali ini berimplikasi terhadap sanksi pidana yang tidak boleh ada 

karena hal tersebut bukanlah suatu delik pidana bukankah tidak ada pidana tanpa 

kesalahan. 

Melihat dari redaksi dakwaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika oleh jaksa penuntut seakan-akan posisi kasus terdakwa 

dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah seorang saksi yang berada pada 

tempat kejadian perkara (TKP) namun tidak melaporkan kejadian tersebut pada 

pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian atau BNN (Badan Narkotika 

Nasiaonal) padahal terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi mengetahui jika 

teman-temannya menghisap ganja. Jadi sesuai Pasal 131 itu, maka Indra Bayu Adi 

bin Dadi Junaedi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika sesuai 
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Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika diberikan sanksi enam bulan penjara, bukan diputuskan bebas. 

Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi seharusnya turut berperan aktif dalam 

memberantas peradaran gelap narkotika. Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi  

sebagai warga masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya harus melaporkan ke aparat 

penegak hukum, sehingga Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi yang tidak 

melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotikaharus terjerat pidana 

sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika.  

Berdasarkan hal tersebut, maka ada kewajiban bagi masyarakat untuk 

melaporkan jika ada kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebab 

apabila penegak hukum yang menangkap duluan, mereka dapat dikenakan sanksi 

pidana sesaui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski 

begitu, sejauh ini aturan tersebut belum dapat diterapkan secara maksimal. 

Kendalanya adalah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang 

aturan tersebut.  Masyarakat seharusnya berani melaporkan ke aparat penegak 

hukum jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di tengah-tengah 

masyarakat.  

Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana narkotika dan di samping itu yang tidak kalah 

pentingnya juga adalah peran serta masyarakat di dalam mengawasi serta 

memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika tersebut.  Kejahatan yang 

berkaitan dengan narkotika sebagai musuh umat manusia yang haruslah di 

berantas hingga akarnya.  

Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang tidak  melaporkan adanya 

penyalahgunaan narkotika adalah disebabkan faktor internal yaitu kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika terdiri 

dari faktor pendidikan, faktor sikap apatis/tidak peduli terhadap lingkungan 

sekitar, faktor keluarga malu anggota keluarganya terlibat penyalahgunaan 

narkotika, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan faktor eksternal yaitu 

kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat dan 

masih lemahnya penegakan hukum  

2. Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang tidak melaporkan penyalahgunaan 

narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam  

Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa orang yang dengan sengaja 

mengetahui namun tidak melaporkan seorang penyalahguna narkotika, maka 

orang yang mengetahui tersebut terancam pidana penjara paling lama 1 (satu) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 

3. Analisis kasus terhadap pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana 

oleh terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah sehingga hakim membebaskan terdakwa. 

Alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap 
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terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi adalah berdasarkan keterangan 

saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di 

persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana narkotika. 
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